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This study aims to examine the impact of Financial Distress Status and 
Corporate Governance structure on the level of voluntary discloure. This study is 
the replication of the study conducted by Gantyowati and Nugraheni (2014) 
examining the impact of Financial Distress Status and Corporate Governance 
Structure on the level of voluntary disclosure. Financial Distress is proxied by 
company which recorded negative net income for two consecutive years. 
Corporate Goverance structure is proxied by the board commissioner’s 
independence, audit committee’s independence, board meeting frequency, audit 
committee meeting frequency, and audit committee’s competence. 
The population used in this study is the non-financial companies listed in 
the Indonesia Stock Exchange over the period of 2010-2013 tallying 140 samples. 
Sampling technique used in this study is the purposive sampling method and data 
analysis is done by using the multiple linear regression through the use of SPSS 
16 program. 
Results shown in this study show that Financial Distress has a significant 
impact on the level of voluntary disclosure. Audit committe’s independence, audit 
committee meeting freqeuncy and audit committee’s competence have significant 
positive impact on the level of voluntary disclosure. Whereas board 
commissioner’s independence and board commissioner meeting frequency do not 
have significant impact on the level of voluntary disclosure. 
Keywords : Financial Distress, Corporate Governance structure, board 
       commissioner, audit committee, voluntary disclosure  





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Financial Distress 
Status dan struktur Corporate Governance terhadap luas pengungkapan sukarela. 
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Gantyowati dan Nugraheni 
(2014) yang meneliti tentang Financial Distress Status dan struktur Corporate 
Governance. Financial Distress diporksikan oleh perusahaan yang memiliki laba 
bersih negatif selama dua tahun berturut-turut. Sedangkan struktur  Corporate 
Governance diproksikan oleh independensi dewan komisais, independensi komite 
audit, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit dan kompetensi 
komite audit. 
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013 dengan 140 total sampel. Teknik 
sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan 
analisis data dilakukan dengan metode regresi berganda menggunakan program 
SPSS versi 16.  
Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Financial Distress memiliki 
pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Independensi komite 
audit,  jumlah rapat komite audit dan kompetensi komite audit berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Sedangkan independensi 
dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan. 
 
Kata Kunci : Financial Distress, struktur Corporate Goverance, dewan komisaris,                                 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas dan diuraikan mengenai 
beberapa alasan yang menjadi latar belakang penelitian mengenai pengaruh 
financial distress dan sruktur corporate governance terhadap luas pengungkapan 
informasi sukarela oleh perusahaan-perusahaan non keuangan yang listing di 
Bursa Efek Indonesia. Selain itu, akan dijelaskan mengenai rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian. Selengkapnya 
dapat dilihat pada uraian berikut. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Kondisi keuangan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk 
diperhatikan oleh semua perusahaan baik yang sudah go public maupun yang 
tidak, karena kinerja suatu perusahaan dapat diketahui dari kondisi keuangan 
perusahaan tersebut, apakah membukukan laba atau rugi. Haryetti (2010) 
menyatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan memainkan peran yang sangat 
vital bagi kelangsungan hidup perusahaan di masa depan, sebab kebanyakan kasus 
kebangkrutan yang dialami oleh suatu usaha disebabkan oleh kondisi financial 
distress yang timbul dari pengelolaan manajemen yang buruk oleh suatu usaha. 
financial distress merupakan kondisi yang sangat dihindari oleh semua 
perusahaan, sebab hal ini akan menyebabkan perusahaan kesulitan dalam hal 




Gantyowati dan Nugraheni (2014) menyatakan bahwa financial distress 
merupakan suatu objek yang sangat menarik untuk diteliti, karena kondisi tersebut 
dapat berpengaruh secara langsung terhadap perusahaan, pemegang saham dan 
masayarakat. Hal tersebut dikatakan menarik karena perusahaan yang mengalami 
financial distress, memliki kemungkinan yang besar untuk melakukan manipulasi 
terhadap laporan keuangan, sehingga perusahaan tersebut tetap mampu untuk 
melakukan pinjaman yang akan digunankan perusahaan agar tetap sustain. 
Andrade dan Kaplan (dalam Gantyowati dan Nugraheni, 2014) mendefinisikan 
financial distress sebagai  suatu kondisi di mana perusahaan tidak mampu 
membayar liabilitas yang dimiliki dan merupakan suatu indikasi dimana 
perusahaan melakukan restrukturisasi terhadap liabilitas yang dimiliki. Dalam 
kondisi tersebut perusahaan memiliki tingkat cash flow yang rendah dan dapat 
menyebabkan perusahaan berada dalam kondisi yang tidak likuid. Menurut 
Baldwin dan Scott (dalam Fathi dan Gueyie, 2001) suatu perusahaan berada 
dalam kondisi financial distress ketika bisnis perusahaan tersebut memburuk ke 
suatu titik di mana perusahaan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban 
keuangan yang dimiliki. 
Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 menyebabkan 
pengaruh yang signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan dimana banyak 
perusahaan yang membukukan deficit dalam laporan keuangan yang diterbitkan. 
Krisis keuangan tersebut menyebabkan nilai tukar mata uang rupiah terhadap 
dollar semakin melemah dan pada akhirnya meningkatkan liabilitas yang dimiliki 
perusahaan dalam kurs dollar. Pranowo et al. (dalam Gantyowati dan Nugraheni, 
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2014) mengungkapkan bahwa Krisis keuangan yang terjadi di Indonesia dimulai 
sejak penghapusan bahan bakar minyak bersubsidi pada tahun 2005 dan 
memuncak saat krisis keuangan terjadi di Amerika Serikat pada akhir tahun 2007. 
Krisis keuangan global tersebut berdampak pada dihapusnya beberapa perusahan 
yang listing di Bursa Efek Indonesia, seperti PT Bahtera Adimina Samudera dan 
PT Texmaco Jaya. Nasir dan Abdullah (2004)  mengungkapkan bahwa suatu 
perusahaan yang mengalami  financial distress adalah perusahaan yang 
mengalami penurunan kinerja keuangan sebagai dampak dari krisis ekonomi dan 
kualitas manajemen yang buruk yang diindikasikan oleh laba bersih negatif 
selama dua tahun berturut-turut. 
Krisis keuangan yang terjadi di negara-negara asia timur khususnya di 
Indonesia tidak hanya disebabkan oleh hilangnya kepercayaan yang dimiliki oleh 
investor, tetapi juga disebabkan oleh lemahnya implementasi Good Corporate 
Governance di perusahaan (Akhtaruddin, et.al., 2009). Banyak pihak yang 
berpendapat bahwa lamanya perbaikan kondisi ekonomi di Indonesia disebabkan 
oleh lemahnya praktek Good Corporate Governance di perusahaan-perusahaan 
yang ada di Indonesia. Sejak saat itu pemerintah dan investor mulai memberikan 
perhatian yang cukup serius akan penerapan praktek Good Corporate Governance 





Di Indonesia penerapan praktek Good Corporate Governance adalah hal 
yang mutlak bagi perusahaan yang telah go public. Hal ini dapat dilihat pada 
keputusan menko bidang perekonomian nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004 
mengenai pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance yang merupakan 
komite yang menerbitkan pedoman mengenai praktek Good Corporate 
Governance. Akan tetapi, adanya pedoman pengenai praktek Good Corporate 
Governance tersebut tidak memiliki dampak yang cukup signifikan bagi 
perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Hal ini tampak dalam survey 
PricewaterhoueCooper  yang mengungkapkan bahwa Indonesia menempati posisi 
yang paling rendah dalam tingkat kepatuhan, akuntabilitas kepada pemegang 
saham, pengungkapan, dan standar transparansi (Irawan dan Farahmita, 2012). 
Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian yang serius bagi pemerintah Indonesia 
untuk melakukan sistem monitoring yang ketat bagi penerapan praktek corporate 
governance oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. 
Suatu perusahaan dikatakan telah menerapkan praktek Good Corporate 
Governance dengan baik apabila perusahaan tersebut mengeluarkan laporan 
keuangan yang menunjukan kinerja sebenarnya dari perusahaan yang 
bersangkutan. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang 
yang memiliki kriteria relevan dan dapat diandalkan, sebagaimana yang tertuang 
dalam concptual framework. Dalam prakteknya, untuk memutuskan infromasi apa 
saja yang akan diungkapkan dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi 
keputusan pengguna dicantumkan dalam prinsip pengungkapan penuh (full 
disclosure principle). Alvionita (2014) mengungkapkan bahwa laporan keuangan 
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dapat disajikan dengan menggunakan pertimbangan yang sesuai dengan prinsip 
pengungkapan penuh agar dapat bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan. 
Pengungkapan (disclosure) berdasarkan sifatnya, dapat dibagi menjadi 2 
yaitu, pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela 
(voluntary disclosure). Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang berisi 
informasi-informasi yang material yang berpengarh pada pengambilan keputusan 
pengguna yang penyusunannya adalah berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku 
umum (generally accepted accounting principle). Sedangkan pengungkapan 
sukarela adalah pengungkapan atas informasi yang melebihi syarat minimum atas 
standar pelaporan yang berlaku yang sifatnya tidak wajib. Pengungkapan sukarela 
tersebut tidak memiliki standar yang berlaku umum, sehingga pengungkapannya 
adalah berdasarkan ketentuan yang digunakan oleh perusahaan yang 
bersangkutan. Pengungkapan sukarela ini tidak mengikat dan dikeluarkan oleh 
perusahaan sebagai informasi tambahan yang relevan yang dapat membantu 
mempermudah proses pengambilan keputusan bagi pengguna. 
Karena sifatnya yang tidak wajib (voluntary), manajemen perusahaan 
biasanya akan melakukan pertimbangan mengenai manfaat dan biaya yang timbul 
dari pengungkapan sukarela. Apabila pengungkapan sukarela dapat meberikan 
manfaat yang melebihi biaya, maka pihak manajemen tidak akan keberatan untuk 
menerbitkan pengungkapan sukarela tersebut. 
Kondisi financial distress yang dialami oleh suatu perusahaan biasanya 
akan menyebabkan perusahaan tersebut enggan untuk melakukan pengungkapan 
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sukarela (Nasir dan Abdullah, 2004). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam 
signaling theory bahwa perusahaan yang mengalami financial distress akan 
memiliki porsi yang kecil dalam melakukan pengungkapan sukarela, dan pihak 
manajemen perusahaan akan menyelenggarakan akuntansi yang bersifat 
konservatif. Akan tetapi studi yang dilakukan oleh Wijantini, Webb dan Cohen 
(dalam Gantyowati dan Nugraheni, 2014) mengungkapkan bahwa perusahaan 
yang memiliki informasi yang buruk mengenai kinerja keuangan yang dimiliki, 
memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan informasi yang lebih dalam 
laporan tahunan yang dimiliki untuk mengurangi beban di masa depan dan 
menghindari potensi terjadinya kebangkrutan.  
Corporate governance sangat berperan penting dalam membantu 
pengguna laporan keuangan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan 
benar-benar menunjukan kondisi keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. 
Terlepas dari apakah suatu perusahaan sedang mengalami financial distress atau 
tidak, penerapan corporate governance di dalam suatu perusahaan diharapkan 
mampu untuk membuat perusahaan yang bersangkutan untuk melakukan 
pengungkapan secara penuh (full disclosure) baik pengungkapan wajib 
(mandatory disclosure) maupun pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). 
Hal ini ditujukan agar pengguna laporan keuangan dapat terhindar dari salah saji 
material dan dapat memperoleh informasi tambahan yang berguna bagi 
pengambilan keputusan. 
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 
Gantyowati dan Nugraheni (2014) yang menguji pengaruh financial distress 
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status dan struktur corporate governance terhadap luas pengungkapan informasi 
sukarela (voluntary disclosure) pada perusahaan-perusahaan non keuangan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 
terdahulu yang dilakukan oleh Gantyowati dan Nugraheni (2014) yakni, penelitian 
ini memasukan variabel baru yaitu kompetensi komite audit dalam bidang 
akuntansi dan keuangan sebagai proksi dalam mengukur struktur corporate 
governance yang diterapkan oleh perusahaan. Salah satu tanggung jawab dari 
komite audit adalah untuk memastikan bahawa perusahaan telah 
mengimplementasikan standar akuntansi yang berlaku umum (generally accepted 
accounting principle) di laporan keuangan. Dalam memastikan tugas tersebut agar 
berjalan baik, tentunya diperlukan kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan 
yang harus dimiliki oleh anggota komite audit. Perbedaan selanjutnya dari 
penelitian ini terhadap penelitian terdahulu yaitu, penelitian ini akan 
menggunakan laporan tahunan untuk periode 2010-2013, berbeda dengan 
penelitian terdahulu yang menggunakan laporan tahunan untuk periode 2009-
2011. Pemilihan rentang waktu yang lebih panjang pada periode waktu observasi 
tersebut diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih valid dalam penelitian 
ini. 
Dalam penelitian ini, kriteria financial distress tetap mengacu pada kriteria 
yang digunakan dalam penelitian sebelumnya (Gantyowati dan Nugraheni, 2014) 
yaitu  perusahaan yang memiliki laba bersih negatif selama 2 tahun berturut-turut 
(Abdullah dan Almilia, 2006). 
8 
 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan non 
keuangan dengan kriteria tertentu yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk 
periode tahun 2010-2013.  
1.2 Rumusan Masalah  
 Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, dapat dikatakan bahwa 
perusahaan yang mengalami financial distress memiliki kecenderungan untuk 
membatasi informasi yang akan dissampaikan kepada publik, di mana hal ini 
didukung sesuai dengan signaling theory  (Nasir dan Abdullah, 2004). Akan 
tetapi, berdasarkan agency theory, perusahaan yang mengalami financial distress  
atau memiliki informasi yang buruk mengenai prospek perusahaan kedepan akan 
tetap untuk menginformasikan informasi tersebut kepada publik. Hal tersebut 
dilakukan untuk mengurangi beban masa depan dan meghindari potensi terjadinya 
kebangkrutan (Wijantini, 2006; Webb dan Cohen, 2007).  
 Corporate governance memainkan peran yang sangat penting dalam 
menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang berkualitas. Studi mengenai 
pengaruh corporate governance terhadap pengungkapan sukarela (voluntary 
disclosure) telah cukup banyak dilakukan (S.M. Ho dan Wong, 2001; 
Alhazaimeh, Palaniappan dan Almsafir, 2013; Saha dan Akter, 2013; Gisbert dan 
Navallas, 2013). Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahawa corporate 
governance memiliki pengaruh yang cukup signifikan pada pengungkapan 
informasi sukarela. Akan tetapi, penelitian mengenai pengaruh dari perusahaan 
yang mengalami financial distress terhadap pengunkapan informasi sukarela 
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masih sangat terbatas. Penelitian ini akan meneliti pengaruh dari financial distress 
dan struktur corporate governance terhadap luas pengungkapan informasi 
sukarela. Oleh sebab itu, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 
1. Apakah perusahaan yang yang mengalami financial distress akan 
menyajikan lebih sedikit pengungkapan informasi sukarela dibandingkan 
dengan perusahaan yang berada dalam kondisi keuangan yang sehat 
(healthy firm)? 
2. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas 
pengungkapan informasi sukarela (voluntary disclosure)? 
3. Apakah jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris berpengaruh 
positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela (voluntary 
disclosure)? 
4. Apakah independensi komite audit berpengaruh positif terhadap luas 
pengungkapan informasi sukarela (voluntary disclosure)? 
5. Apakah jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit berpengaruh 
positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela (voluntary 
disclosure)? 
6. Apakah kompetensi komite audit dibidang akuntansi dan keuangan 






1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Menganalisis luas dari pengungkapan sukarela yang diungkapakan oleh 
perusahaan jika perusahaan berada dalam kondisi financial distress. 
2. Menganalisis pengaruh independensi dewan komisaris terhadap luas 
pengungkapan informasi sukarela (voluntary disclosure). 
3. Menganalisis pengaruh jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris 
terhadap luas pengungkapan informasi sukarela (voluntary disclosure). 
4. Menganalisis pengaruh independensi komite audit terhadap luas 
pengungkapan informasi sukarela (voluntary disclosure). 
5. Menganalisis pengaruh jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit 
terhadap luas pengungkapan informasi sukarela (voluntary disclosure). 
6. Menganalisis pengaruh kompetensi komite audit dibidang akuntansi dan 
keuangan terhadap luas pengungkapan informasi sukarela (voluntary 
disclosure). 
1.3.2 Manfaat penelitian 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada: 
1. Investor  
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Membantu investor untuk melakukan overview terhadap kinerja keuangan 
perusahaan melalui mekanisme penerapan corporate governance, 
sehingga investor dapat membuat keputusan investasi yang tepat. 
2. Akademisi 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian teoritis dan referensi 
bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis 
1.4 Sistematika Penulisan 
 Penelitian ini disusun dengan sistematika yang berurutan. Sistematika 
yang berurutan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dalam 
penulisan. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
BAB 1 PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi tentang latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan 
masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sitematika penulisan 
penelitian. 
BAB II TELAAH PUSTAKA 
 Bab ini mengkaji mengenai jenis teori yang digunankan, keterkaitan teori 
dengan variabel yang diuji dan penjelasan mengenai konsep-konsep yang 
digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini juga akan diuraikan mengenai tinjauan 
penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian, dan 
hipotesis peneletian yang diuji. 
BAB III METODE PENELITIAN 
 Bab ini berisi penjelasan mengenai variabel yang digunakan dalam 
penelitian, definisi operasional variabel yang digunakan, populasi dan sampel 
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penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan 
metode analisis yang digunakan 
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi mengenai objek penelitian, analisis data, dan interpretasi 
dari hasil statistik. 
BAB V PENUTUP 
 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, 
keterbatasan penelitian yang dilakukan, serta masukan dan saran yang dapat 

















Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai dua teori yaitu agency theory 
dan signaling theory yang menjadi landasan atas penelitian yang dilakukan. 
Dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai konsep-konsep mengenai corporate 
governance dan  financial distress  yang menjadi pertimbangan dalam perumusan 
hipotesis atas penelitian yang dilakukan. Berikut adalah pembahasan mengenai 
teori yang menjadi landasan atas penelitian yang dilakukaan dan konsep-konsep 
penting yang menjadi pertimbangan dalam perumusan hipotesis. 
2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 
 Teori keagenan (agency theory) adalah teori yang menjelaskan mengenai 
kontrak kerja yang dilakukan oleh pemilik perusahaan (principle) terhadap 
manager (agent), dimana satu orang atau lebih pemilik melakukan delegasi tugas 
kepada manajer (agent) untuk melakukan pengambilan keputusan strategis 
berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976; 
dalam Gantyowati dan Nugraheni, 2014). Menurut (Akbar, 2013) pemilik 
perusahaan (principle) akan menyediakan sumber daya perusahaan yang 
diperlukan oleh manajer (agent) untuk mengelola kegiatan operasional yang 
dilakukan perusahaan, dengan harapan bahwa manajer (agent) dapat 
memaksimalkan sumber daya yang diberikan tersebut untuk meningkatkan 
kesejahteraan pemegang saham. Oleh sebab itu, manajer (agent) memiliki 
kewajiban untuk menyediakan informasi mengenai kondisi perusahaan yang 
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diolah kepada pemilik perusahaan (principle), seperti pengungkapan atas 
informasi akuntansi yang digunakan dalam penyusuan laporan keuangan dalam 
laporan tahunan perusahaan sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja manajer 
(Gantyowati dan Nugraheni, 2014). 
 Teori keagenan (agency theory) dilandasi oleh beberapa asumsi, dimana 
asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asumsi mengenai sifat 
manusia, keorganisasian dan informasi (Akbar, 2013). Asumsi mengenai sifat 
manusia menyatakan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri 
sendiri, manusia memiliki daya berpikir yang terbatas mengenai pandangan yang 
akan terjadi di masa datang, dan manusia selalu menghindari resiko. Asumsi 
keorganisasian berisi tentang konflik yang terjadi antar anggota yang berada di 
dalam organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektifitas, dan adanya asimetri 
informasi antara pemilik perusahaan (principle) dan manajer (agent). Asumsi 
informasi menyatakan bahwa informasi adalah barang komoditi yang dapat 
diperjualbelikan. Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia,  dijelaskan bahwa 
manusia memiliki kepentingan atas dirinya sendiri, sehingga akan berusaha untuk 
memaksimalkan kesejahteran masing-masing. 
 Akibat yang timbul dari sistem kontrak kerja yang dilakukan oleh 
principle terhadap manajer tersebut adalah terjadinya asimetri informasi. Asimetri 
informasi terjadi karena manajer memiliki informasi yang lebih mengenai kondisi 
aktual yang terjadi di perusahaan dibandingkan dengan informasi yang diketahui 
oleh principle dan memiliki kecenderungan untuk menyembunyikan informasi 
yang bersifat material dari principle. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan 
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konflik keagenan. Jensen dan meckling (dalam Akbar, 2013) menyatakan bahwa 
konflik keagean yang terjadi disebabkan karena adaya perbedaan kepentingan 
yang dimiliki oleh principle dan agent. Pemilik perusahaan (principle) memiliki 
keinginan untuk memaksimalkan deviden yang akan diberikan oleh perusahaan, 
sedangkan manajer (agent) memiliki keinginan  untuk mendapatkan kompensasi 
yang lebih atas kinerja yang dimiliki. 
 Arrow (dalam Akbar, 2013) menjelaskan bahwa ada dua macam agency 
problems yaitu: 
1. Moral hazard, yaitu keadaan dimana pemilik perusahaan (principle) tidak 
dapat melakukan monitoring secara detail mengenai delegasi tugas yang 
diberikan untuk manajer (agent) untuk memaksimalkan nilai pemilik 
perusahaan (principle) 
2. Adverse Selection, yaitu Keadaan dimana manajer malakukan 
pengambilan keputusan yang di mana keputusan tersebut belum diketahui 
oleh pemilik perusahaan sebelumnya. 
Nuswandari, Mujiyono dan Nany (dalam Gantyowati dan Nugraheni, 2014) 
mengungkapkan bahwa di dalam teori keagenan, semakin besar asimetri informasi 
yang terjadi di antara principle dan manajer, menyebabkan semakin banyak 
pemilik perusahaan yang meminta untuk dikeluarkannya infomasi tambahan 
mengenai kondisi perusahaan. Oleh sebab itu, di dalam teori keagenan, 
perusahaan akan menyediakan tambahan informasi yang dimaksudkan untuk 
mengurangi tingkar asimetri informasi antara pemilik perusahaan (principle) dan 
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manajer (agent). Pengungkapan atas informasi non-keuangan tersebut adalah 
pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) yaitu informasi yang bersifat 
kualitatif. 
2.2 Teori Pemberian Isyarat (Signalling Theory) 
 Signalling Theory  menjelaskan bahwa manajer akan melakukan 
pemberian sinyal untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi di antara 
berbagai pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan (Mutmainah, 
2012). Teori signalling juga menejelaskan alasan mengenai mengapa perusaahaan 
menyediakan informasi dalam bentuk laporan tahunan kepada pemegang saham 
dan publik (Gantyowati dan Nugraheni, 2014). Menurut Jogiyanto (dalam 
Alvionita, 2014) informasi yang diungkapkan oleh perusahaan akan memberikan 
sinyal bagi para investor untuk melakukan pengambilan keputusan investasi. Oleh 
sebab itu, informasi yang diungkapkan, diharapkan mempu menggambarkan 
kondisi perusahaan yang sebenarnya.  
Scott (dalam Mutmainah, 2012) mengungkapkan bahwa sinyal yang 
diberikan oleh masing-masing perusahaan adalah berbeda yang tidak mungkin 
dilakukan oleh manajer tingkat menengah dan bawah, melainkan harus dilakukan 
oleh manajer tingkat atas, sehingga sinyal yang diberikan mempunyai kredibilitas 
dan dapat dipercaya oleh investor dan para pengguna yang berkepentingan. Salah 
satu dari pengungkapan yang diberikan adalah pengungkapan langsung (direct 
disclosure). Hughes (dalam Mutmainah, 2012) mengungkapkan bahwa seorang 
manajer akan melakukan pengungkapan langsung atas ekspektasinya mengenai 
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arus kas di masa depan, yang hal tersebut dapat menentukan nilai perusahaan. Hal 
ini tentu perlu mendapat perhatian dari para pemegang saham, karena ekspektasi 
yang dilakukan tersebut akan berhubungan langsung dengan kinerja perusahaan.  
Salah satu alasan manajer untuk melakukan pengungkapan langsung 
adalah untuk menguarangi potensi terjadinya adverse selection antara manajer 
perusahaan dengan pemilik perusahaan. Adverse selection adalah kondisi dimana 
manajer perusahaan memiliki informasi yang bersifat material, dimana informasi 
tersebut memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan pemegang sahan, tetapi 
manajer tidak mengungkapkan intformasi tersebut (Scott, 2000). Menurut 
(Gantyowati dan Nugraheni, 2014) kondisi adverse selection akan menyebabkan 
investor menilai perusahaan pada harga yang lebih rendah dari yang seharusnya. 
Kondisi adverse selection tersebut tentunya memiliki dampak yang buruk bagi 
kinerja perusahaan di masa depan. Dalam pengungkapan langsung yang 
dikeluarkan oleh manajer, akan disajikan iinformasi non-keungan sebagai suatu 
sinyal kepada pemegang saham dan pasar modal (Matoussi dan Chakroun, 2008). 
Ada beberapa instrumen yang dapat dikategorikan sebagai pemberian 
sinyal kepada pemegang saham yaitu, prospek perusahaan di masa datang, 
struktur modal perusahaan, kebijakan pembagian deviden, dan kebijakan 
akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan (Mutmainah, 2012). 
Salah satu contoh kebijakan akuntansi yang dapat memberikan sinyal adalah 
mengenai kebijakan konservatisme, di mana kebijakan ini biasanya digunakan 
oleh perusahaan yang sedang mengalami masalah keuangan. 
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Umumnya ada dua jenis sinyal yang akan diungkapkan oleh perusahaan, 
yaitu sinyal baik (good news) dan sinyal buruk (bad news). Alvionita (2014) 
menyatakan bahwa sinyal baik (good news) dan sinyal buruk (bad news) adalah 
hasil interpretasi dan analisis informasi yang dilakukan oleh pelaku pasar untuk 
menilai kualitas suatu perusahaan. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh 
perusahaan merupakan salah satu indikator dari sinyal baik (good news) karena 
hal tersebut menujukan bahwa perusahaan mampu untuk terus dapat menjalankan 
kegiatan operasionalnya (sustainability). Sinyal baik (good news), jika 
diungkapkan, tentu saja akan meningkatkan citra perusahaan di mata para pemilik 
perusahaan dan akan berpengaruh pada peningkatan nilai perusahaan. Akan tetapi, 
jika suatu perusahaan sedang mengalami kondisi kesulitan keuangan (financial 
distress), maka manajer perusahaan memiliki kecenderungan untuk membatasi 
informasi yang akan diungkapkan kepada public.  
2.3 Financial Distress 
 Financial distress merupakan suatu kondisi di mana perusahaan memiliki 
kesulitan untuk memenuhi kewajiban yang dimiliki kepada pihak pemberi 
pinjaman (creditor) atau sebuah indikasi ketika perusahaan tersebut melakukan 
restrukturisasi utang yang disebabkan oleh kesulitan dalam membayar kewajiban 
yang dimiliki (Andrade dan Kaplan, 2008). Nasir dan Abdulah (2004) 
mengungkapkan bahwa sebuah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan 
adalah perusahaan yang memiliki penurunan kinerja keuangan sebagai dampak 
dari krisis ekonomi dan manajemen yang buruk, yang diindikasikan dengan laba 
bersih neegatif dalam dua tahun berturut-turut. Baldwin dan Scott (dalam Fathi 
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dan Gueyie, 2001) menyatakan bahwa ketika suatu perusahaan berada pada suatu 
titik di mana perusahaan tersebut tidak mampu untuk memenuhi obligasi 
keuangan yang dimiliki, maka perusahaan telah memasuki keadaan kesulitan 
keuangan. Fathi dan Gueyie (2001) menyebutkan bahwa faktor kunci dalam 
mengidentifikasi perusahaan yang berada dalam keadaan kesulitan keuangan 
adalah ketidakmampuan perusahaan tersebut dalam membayar liabilitas yang 
dimiliki.  
Akan tetapi, ketidakmampuan dalam membayar kewajiban yang dimiliki 
bukan menjadi salah satu faktor penentu sebuah perusahaan berada dalam kondisi 
financial distress. Wruck (dalam Fathi dan Gueyie, 2001) berpendapat bahwa 
suatu perusahaan memasuki kondisi kesulitan keuangan disebabkan oleh kondisi 
perekonomian negara, tempat perusahaan tersebut menjalankan kegiatan 
operasionalnya yang buruk, penurunan performa dan kinerja manajemen 
perusahaan yang buruk. Boritz (dalam Fathi dan Gueyie, 2001) menggambarkan 
proses dari financial distress ditandai dengan adanya masa inkubai akibat dari 
serangkaian kondisi ekonomi yang buruk dan penurunan kinerja manajemen. 
Kondisi kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan, apabila tidak diatasi 
dengan segera, maka akan berdampak pada kebangkrutan perusahaan tersebut 
(bankruptcy). Hal ini disebabkan karena perusahaan tersebut harus dilikuidasi 
untuk membayar semua kewajiban yang dimiliki. 
Harnanto (dalam Akbar, 2014) mengungkapkan beberapa faktor penyebab 
terjadinya financial distress : 
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1. Sistem Perekonomian 
Roda perekonomian dikendalikan oleh persaingan bebas, maka hal ini 
menyebabkan dunia usaha dibagi menjadi dua kategori, yaitu perusahaan 
tradisional dan perusahaan modern. Kemampuan dalam bersaing ini 
merupakan faktor penyebab financial distress. Perusahaan yang kalah 
dalam bersaing tentunya akan mengalami hambatan dalam arus kas masuk, 
karena tidak adanya pemasukan dari penjualan produk yang dihasilkan. 
Hal ini jika berlanjut dalam jangka panjang, akan menyebabkan 
perusahaan tersebut pailit. 
2. Faktor Eksternal Perusahaan 
Kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan juga dapat disebabkan 
oleh faktor-faktor yang berada di luar jangkauan manajemen perusahaan. 
Faktor-faktor tersebut adalah: 
a) Persaingan bisnis yang ketat 
b) Omzet penjualan yang berkurang 
c) Turunnya harga jual secara terus-menerus 
d) Kecelakan atau bencana alam yang menimpa perusahaan 
3. Faktor Internal Perusahaan 
Faktor internal merupakan tindakan, keputusan dan kebijakan yang 
diambil oleh manajemen perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain: 
a) Liabilitas yang dimiliki perusahaan terlalu besar jumlanya 
b) Manajemen yang tidak efisien 
c) Penyalahgunaan otoritas yang diberikan 
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2.4 Corporate Governance 
Corporate Governance merupakan suatu mekanisme yang digunakan oleh 
perusahaan untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Mekanisme yang 
digunakan tersebut adalah dengan penciptaan struktur tanggung jawab yang jelas 
dan sistematis yang digunakan sebagai salah satu upaya dalam pencapaian tujuan 
perusahaan. Ho dan Wong (2001) memandang Corporate Governance sebagai 
mekanisme yang digunakan untuk menggambarkan secara efektif wewenang dan 
tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan di perusahaan. 
Wardhani (2007) menyatakan bahwa Corporate Governance sebagai sekumpulan 
mekanisme yang memperngaruhi keputusan manajer ketika terjadi pemisahan 
kepemilikan dan pengendalian. Alhazaimeh et al. (2013) mengungkapkan bahwa 
Corporate Governance adalah suatu mekanisme yang dapat mempengaruhi 
pengungkapan perusahaan (corporate disclosure). Transparansi, keterbukaan, 
pengungkapan dan kepercayaan, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan 
dalam tata kelola perusahaan, dapat meningkatkan performa keuangan suatu 
perusahaan (Rogers; dalam Alhazaimeh  et al., 2013). Good Corporate 
Governance berfungsi dalam meningkatkan sistem pengawasan internal 
perusahaan, mengurangi prilaku opportunistic manajer, dan mengurangi 
terjadinya asimetri informasi (Li dan Qi, 2008: dalam Gantyowati dan Nugraheni, 
2014) 
 Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (dalam Bukhori, 2012) 
mendefinisikan Corporate Governance sebagai proses dan struktur yang 
digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan 
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secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan 
tetap memperhatikan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-
undangan dan norma yang berlaku. 
 IICG (Indonesian Institute for Corporate Goverance) (dalam Alfia, 2013) 
mendefinisikan Corporate Governance sebagai serangkaian mekanisme yang 
disusun yang digunakan sebagai arah dan alat pengendali agar kegiatan 
operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan 
(stakeholders). Lebih lanjut, Forum for Corporate Governance in Indonesia 
(FCGI) menyatakan bahwa penerapan Corporate Governance dimaksudkan untuk 
menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan stakeholders. 
 Corporate Governance timbul sebagai konsekuensi yang disebabkan oleh 
adanya asimetri informasi antara pemilik perusahaan (principle) dan manajer 
(agent). Mekanisme Corporate Governace yang diterapkan oleh perusahaan 
diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi  tersebut dengan 
pengungkapan informasi secara penuh (full disclosure) atas kondisi perusahaan. 
Oleh sebab itu, transparansi, akuntabilitas, integritas dan pengungkapan menjadi 
elemen-elemen yang tidak terpisahkan dalam Corporate Governance. Menurut 
Mutmainah (2012) Good corporate governance yang baik ditentukan oleh 
beberapa faktor seperti codes of governance yang baik, direktur yang independen, 
keputusan bisnis yang diungkapkan dengan baik dan jelas, sistem manajemen 
risiko yang baik, dan partisipasi aktif oleh para pemegang saham untuk 
memastikan tata kelola perusahaan yang baik. 
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Kasus skandal manipulasi atas laporan keuangan yang dilakukan oleh 
Enron pada tahun 2000 menyebabkan banyak pihak, khususnya para investor, 
mendesak untuk segera diciptakanya suatu mekanisme dalam penciptaan tata 
kelola perusahaan yang baik. Oleh sebab itu, baik pemerintah maupun pemilik 
perusahaan harus bersama-sama mengawal terciptanya tata kelola pemerintahaan 
yang baik di setiap perusahaan untuk mencegah terjadinya kasus penyelewengan 
atas wewenang yang diserahkan kepada manajemen perusahaan. 
2.4.1 Prinsip Good Corporate Governance 
 Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, setiap perusahaan harus 
memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan semua asas yang terdapat dalam 
Good Corporate Governance pada setiap aspek bisnis dan semua jajaran 
perusahaan. Asas yang terdapat di dalam Good Corporate Governance tersebut 
adalah transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), responsibilitas 
(responsibility), independensi (independency), serta kewajaran dan kesetaraan 
(fairness) diperlukan dalam mencapai kesinambungan usaha (sustainability) 
perusahaan dengan memperhatikan kepentingan stakeholders. Penjelasan dari 
masing-masing asas di dalam Good Corporate Governance adalah sebagai 
berikut:  
1. Transparansi (Transparency) 
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 
menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang 
mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan 
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harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah 
yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang 
penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan 
pemangku kepentingan lainnya. 
2. Akuntabilitas (Accountability) 
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 
transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, 
terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap 
memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku 
kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan 
untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 
3. Responsibilitas (Responsibility) 
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 
sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang 
dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 
4. Independensi (Independency) 
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola 
secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling 
mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 
5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) 
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Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 
lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 
Menurut Mutmainah (2012) asas-asas dari Good Corporate Governance 
yang ditetapkan, memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, diantaranya: 
1. Meningkatkan nilai dari perusahaan dan pemegang saham dengan 
meningkatkan transparansi, akuntabilitas, keandalan, dan keadilan demi 
tercapainya tujuan perusahaan 
2. Mendorong manajemen untuk berprilaku secara profesional dalam 
mengemban tugas yang dimiliki yaitu untuk meningkatkan nilai dari 
pemegang saham. 
3. Mendorong para pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan Direksi 
untuk mengambil keputusan dan tindakan sesuai dengan etika moral yang 
berlaku. 
2.4.2 Struktur Corporate Governance 
 Struktur dapat diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan untuk 
menyelesaikan tugas secara sistematis, beraturan, dan terorganisir. Struktur dibuat 
agar pendelegasian atas tugas yang diberikan dapat terlaksana dan 
dipertanggunjawabkan. Struktur Corporate Governance merupakan bentuk dari 
penggambaran hubungan berbagai kepentingan, baik yang berasal dari internal 
maupun eksternal perusahaan (Bukhori, 2012). Prawinandi et al. (dalam 
Gantyowati dan Nugraheni, 2014) menggambarkan Corporate Governance 
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Structure sebagai organ inti dalam sebuah perusahaan yang berfungsi sebagai 
pengawal dalam mengatur perusahaan dan memiliki wewenang untuk 
menjalankan praktek tata kelola  perusahaan yang baik terhadap seluruh aspek di 
dalam perusahaan. Struktur tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan 
kemampuan perusahaan untuk tetap dapat terus beroperasi dan memastikan bahwa 
perusahaan telah sepenuhnya patuh pada seperangkat peraturan yang telah 
ditetapkan. 
 Struktur Corporate Governance di Indonesia menggunakan sistem two 
tier, di mana dewan terdiri dewan komisaris dan dewan direksi (Wardhani, 2007). 
Dewan komisaris merupakan pihak yang melakukan pengawasan atas pekerjaan 
yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, sedangkan dewan direksi adalah 
pihak yang menjalankan tugas operasional perusahaan sehari-hari. Berbeda 
dengan Amerika yang menerapkan sisten one tier, di mana istilah dewan direksi 
di Amerika lebih mengacu pada fungsi manajemen yang dijalankan oleh dewan 
direksi di Indonesia. Wardhani (2007) mengungkapkan bahwa struktur Corporate 
Governance yang diadopsi oleh suatu perusahaan akan menentukan nilai dan 
tingkat kesehatan perusahaan tersebut. 
 Wardhani (2007) mengungkapkan bahwa implementasi dari Corporate 
Governance harus dilakukan oleh semua pihak, baik yang berada di dalam 
perusahaan (internal), maupun pihak dari luar perusahaan (external). Pihak-pihak 
yang terkait dengan implementasi dari Corporate Governance dan fungsi yang 












Sumber: Zabihollah Rezaee (2005; dalam Wardhani, 2007) 
Gambar tersebut menunjukan struktur dari Corporate Governance yang 
umum diterapkan oleh perusahaan. Karena sifatnya yang voluntary, tidak semua 
perusahaan menerapkan struktur yang ada di dalam Corporate Governance di 
dalam semua aspek binis yang dimiliki. Hanya beberapa struktur saja yang akan 
digunakan oleh perusahaan yang diperkirakan akan memberikan dampak positif 
bagi kemajuan perusahaan. 
Struktur Corporate Governance  yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu 
independensi dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, independensi 
komite audit, jumlah rapat komite audit, dan kompetensi audit komite dalam 
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bidang akuntansi dan keuangan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai 
struktur Corporate Governance yang akan digunakan dalam penelitian ini: 
2.4.2.1 Independensi Dewan Komisaris 
 Dewan komisaris merupakan salah satu komponen di dalam struktur 
Corporate Governance yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan 
terhadap kinerja yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Di dalam susunan 
dewan komisaris terdapat komisaris independen yang merupakan anggota yang 
komisaris yang berasal dari luar perusahaan, yang tidak memiliki hubungan 
langsung dengan perusahaan, yang dipilih secara transparan dan independen 
(Alfia, 2013). Fungsi dari dewan komisaris independen tersebut adalah untuk 
menciptakan iklim yang objektif dan independen dalam pengambilan keputusan 
serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegag saham mayoritas dan 
minoritas dan kepentingan stakeholders lainnya (Alijoyo dan Zaini; dalam 
Mutmainah, 2012).  
Pengalaman dan kompetensi yang harus dimiliki oleh komisaris 
independen untuk dapat memimpin komite audit yang efektif adalah formulasi 
strategik, pembuatan keputusan yang efektif, penilaian performa perusahaan, dan 
kerjasama antar dewan komisaris (Alijoyo dan Zaini; dalam Mutmainah, 2012). 
Komisaris independen juga memiliki tanggung jawab dalam mencegah 
terjadinnya penyimpangan di dalam perusahaan, di mana dalam hal ini dewan 
komisaris akan membentuk komite audit sebagai komite yang berfungsi dalam 
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pengawasan atas potensi timbunya fraud yang dilakukan oleh manajemen 
perusahaan. 
Komisaris independen juga berfungsi untuk memberikan feedback atas 
tugas yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Feedback yang diberikan 
tersebut dimaksudkan untuk membantu manajemen perusahaan dalam 
merumuskan kembali kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka 
pencapaian tujuan perusahaan. Menurut Said et al. (dalam Alfia, 2012) komisaris 
independen memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan image yang 
dimiliki oleh perusahaan dan memastikan bahwa manajemen perusahaan telah 
bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan. 
2.4.2.2 Jumlah Rapat Dewan Komisaris 
 Salah satu peran penting yang dimiliki oleh dewan komisaris adalah 
melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen, kepatuhan manajemen 
perusahaan terhadap peraturan yang ditetapkan dan memastikan transparansi dan 
akuntabilitas perusahaan. Dalam menjalankan fungsi yang dimiliki tersebut, 
dewan komisaris memiliki kewajiban untuk mengadakan pertemuan untuk 
mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh manajemen perusahaan. Dalam 
pertemuan yang dilakukan tersebut, akan dihasilkan beberapa masukan dan saran 
yang berguna dalam peningkatan kinerja manajemen kedepannya.  
2.4.2.3 Independensi Komite Audit 
 Komite audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan 
komisaris untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi 
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pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Menurut Rezaee (dalam 
Mutmainah, 2012) komite audit adalah komite yang beranggotakan direktur non-
eksekutif dan independen yang bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan 
terhadap kualitas, integritas dan keandalan dari proses pelaporan keuangan tanpa 
ikut campur dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen.  
Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan  oleh KNKG (2006)  dalam 
pedoman umum Good Corporate Governance, mengharuskan dan mewajibkan 
untuk semua perusahaan yang sahamnya listing di Bursa Efek Indonesia untuk 
membentuk komite audit sebagai salah satu komite yang menjamin 
terselenggaranya transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Menurut peraturan 
BAPEPAM-LK Kep 29/PM/2004 mengenai peraturan nomor IX.1.5 (dalam 
Fitriani, 2012) menyebutkan bahwa anggota yang terdapat di komite audit adalah 
satu orang komisaris independen dan dua orang anggota lainnya adalah yang 
berasal dari luar perusahaan. 
 Anggota komite audit yang independen tersebut merupakan anggota yang 
tidak memiliki hubungan khusus dengan perusahaan, bukan merupakan mantan 
karyawan di perusahaan yang bersangkutan, tidak memiliki persentase 
kepemilikan saham di perusahaan yang bersangkutan, dan dipilih secara 
independen. Kriteria tesebut dimaksudkan agar dalam menjalankan tugas yang 
diemban, komite audit dapat bekerja secara independen dan efektif. Hal tersebut 
juga dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi yang terjadi 
antara pemilik perusahaan (principal) dan manajer (agent) dan dapat 
meningkatkan pengendalian internal perusahaan (internal control system) yang 
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selanjutnya berdampak pada kualitas pengungkapan yang lebih baik (Forker; 
dalam Alfia, 2012) 
2.4.2.4 Jumlah Rapat Komite Audit 
 Dalam menjalanan tugas yang dimiliki, komite audit akan mengadakan 
rapat reguler untuk membahas perencanaan mengenai strategi yang akan 
diterapkan dalam fungsinya melakukan pengawasan terhadap tata kelola 
perusahaan, pengendalian internal dan penyusunan laporan keuangan. 
Berdasarkan keputusan BAPEPAM-LK nomor Kep-24/PM/2004 dalam peraturan 
nomor IX.1.5 (dalam Fitriani, 2012) mengharuskan komite audit untuk 
mengadakan rapat komite audit sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan 
minimal rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris yang ditetapkan dalam 
anggaan dasar perusahaan. Lebih lanjut FCGI (2006) menyebutkan bahwa komite 
audit perlu mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam setahun untuk 
melaksanakan kawajiban dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kualitas 
pelaporan keuangan. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) menyatakan bahwa 
jumlah rapat yang dilakukan komite audit minimal adalah 2 (dua) kali dalam 1 
(satu) bulan. 
2.4.2.5 Kompetensi Komite Audit 
 Berdasarkan keputusan BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004, salah satu 
persyaratan yang harus dimiliki oleh keanggotaan komite audit adalah memiliki 
latar belakang dalam bidang akuntansi dan keuangan. Fungsi dibentuknya komite 
audit adalah untuk melakukan pengawasan terhadap penyusunan laporan 
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keuangan perusahaan. Hal tersebut tentu saja menuntut anggota komite audit 
untuk memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan sehingga 
mempermudah perkerjaan yang dilakukan. Kemampuan di dalam bidang 
akuntansi dan keuangan juga dapat membantu komite audit untuk bekerja secara 
efektif. 
 Menurut SEC, definisi dari ahli keuangan adalah apakah anggota komite 
audit sebelumnya memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi atau keuangan, 
dan menyarankan bahwa anggota komite audit tersebut harus memiliki 
pengalaman sebagai akuntan publik, auditor, CFO, kontroler atau CAO. Penlitian 
yang dilakukan Defon et al. (2005; dalam Femiarti, 2012) menyatakan bahwa 
kehlian komite audit dalam bidang akuntansi dan keuangan secara signifikan 
positif berpengaruh terhadap perbaikan tata kelola perusahaan. Anggota komite 
audit dapat diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu keahlian akuntansi keuangan 
dan non akuntansi keuangan. 
1. Keahlian Akuntansi Keuangan 
Defon et al. (dalam Femiarti, 2012) menyatakan bahwa komite audit 
dengan keahlian akuntansi dan keuangan merupakan seseorang yang 
memiliki pengalaman sebagai akuntan publik, auditor, CFO, kontroler, dan 
CAO. 
2. Defon et al. (dalam Femiarti, 2012) menyatakan komite audit dengan 
keahlian  non akuntansi keungan adalah seorang yang memiliki 
pengalaman sebagai CEO, presiden direktur, kepala dewan perusahaan 
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yang berorientasi profit, partner dari sebuah perusahaan ventura, 
investment banking, dan/atau manajer keuangan. 
 Defond, Hann dan Hiu (dalam Othman et al., 2014) mengungkapkan 
bahwa perusahaan dengan komite audit yang memiliki kemampuan dalam bidang 
akuntansi dan keuangan, dapat meningkatkan praktek dalam tata kelola 
perusahaan yang baik. Lebih lanjut McMullen dan Raghunanthan (dalam Othman 
et al., 2014) menyebutkan bahwa masalah terhadap keuangan perusahaan akan 
jarang terjadi jika anggota komite audit yang dimiliki suatu perusahaan memiliki 
kemampuan dalam bidang keuangan. 
2.5 Pengungkapan Informasi Sukarela  
 Pengungkapan informasi sukarela adalah pengungkapan atas informasi 
non keuangan yang diungkapkan oleh perusahaan (Saputri, 2010; dalam 
Gantyowati dan Nugraheni, 2014). Menurut Nuswandari (2009) pengungkapan 
informasi sukarela adalah pengungkapan informasi yang diberikan secara sukarela 
oleh perusahaan di luar pengungkapan wajib (mandatory discolsure) yaitu laporan 
keuangan. Meek et al. (dalam Hadi, 2001) mengungkapkan bahwa pengungkapan 
informasi sukarela adalah pengungkapan atas informasi bebas yang dibuat oleh 
manajemen, di mana informasi yang diungkapkan adalah informasi yang dianggap 
releven oleh manajemen untuk membantu investor dalam melakukan pengambilan 
keputusan. Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pengungkapan informasi sukarela merupakan pengungkapan informasi yang 
melebihi syarat minimum dari pengungkapan wajib (mandatory disclosure), di 
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mana informasi yang diungkapkan tersebut adalah informasi non keuangan yang 
tetap relevan bagi pengambilan keputusan oleh investor. 
Menurut Matoussi dan Chakroun (dalam Gantyowati dan Nugraheni, 
2014) pengungkapan informasi sukarela timbul sebagai akibat dari asimetri 
informasi yang terjadi antara pemilik perusahaan (principle) dan manajer (agent). 
Minimnya informasi yang dimiliki yang dimiliki oleh investor menyebabkan 
investor untuk bersikap defensive dengan cara memberikan harga yang rendah 
untuk perusahaan (Nuswandari, 2009). Perusahaan dapat mengurangi dampak dari 
asimetri informasi dengan melakukan pengungkapan sukarela, yaitu mengenai 
informasi diluar pengungkapan wajib (mandatory disclosure). Pengungkapan 
sukarela tersebut merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan kredibilitas perusahaan dan menjadi faktor penentu dalam 
kesuksesan perusahaan, yang pada akhirnya pengungkapan sukarela akan 
mengoptimalkan financial cost dan pasar akan menilai perusahaan pada nilai yang 
tepat (Gantyowati dan Nugraheni, 2014). 
Karena sifatnya yang voluntary, maka pengungakapan informasi sukarela 
tidak memiliki standar khusus dalam laporan tahunan perusahaan. Karena setiap 
perusahaan memiliki karakteristik dan core bisnis yang berbeda, maka 
pegungkapan atas informasi sukarela juga akan berbeda dan hal ini akan 
menimbulkan berbagai macam variasi dalam pengungkapan informasi sukarela 
tersebut bagi tiap-tiap perusahaan. Informasi yang diungkapakan secara sukarela 
tersebut adalah informasi yang dianggap manajemen dapat meningkatkan 
kepercayaan investor terhadap perusahaan sehingga mampu mengurangi 
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terjadinya asimetri informasi. Manajemen hanya akan mengungkapkan informasi 
sukarela, jika informasi yang diungkapkan tersebut dapat memberikan manfaat 
yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang timbul akibat pengungkapan 
tersebut (Nuswandari, 2009). Salah satu motif manajemen melakukan 
pengungkapan sukarela adalah pengungkapan sukarela diperlukan sebagai alat 
untuk mempertanggungjawabkan kinerja manajemen tersebut terhadap 
peningkatan kinerja perusahaam, sehingga dapat dilakukan analisis secara detil 
mengenai tugas-tugas apa saja yang sudah maupun belum dikerjakan oleh 
manajemen perusahaan (Mohammed dan Helmi, 2009; dalam Baskaraningrum 
dan Merkusiwati, 2011).  
Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) merupakan salah salah satu 
cara yang dapat digunakan dalam mengurangi terjadinya asimetri informasi. Di 
dalam agency theory dijelaskan mengenai alasan mengapa manajer memiliki 
kecenderungan untuk tidak menyampaikan informasi yang bersifat material untuk 
meningkatkan keuntungan yang akan dimiliki sendiri tanpa memperhatikan 
keuntungan yang seharusnya diterima pemilik perusahaan sebagai pihak yang 
memperkerjakan manajer tersebut (Gantyowati dan Nugraheni, 2014). Oleh sebab 
itu, pengungapan sukarela (voluntary disclosure) dibuthkan untuk mengurangi 
asimetri informasi yang terjadi.  
Di dalam signaling theory juga dijelaskan alasan mengapa perusahaan 
menyajikan informasinya dalam bentuk laporan tahunan. Hal tersebut dikarenakan 
adanya kondisi adverse selection yang menyebabkan investor menilai perusahaan 
lebih rendah dari harga yang seharusnya. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut 
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perusahaan akan menyajiakan informasi non keuangan sebagai suatu sinyal 
kepada public, dan informasi non keuangan tersebut adalah informasi yang 
disajikan melebihi batas infromasi wajib minimum yang harus diungkapkan 
perusahaan yaitu pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) (Matoussi dan 
Chakroun, 2008; dalam Gantyowati dan Nugraheni, 2014). 
2.6 Penelitian Terdahulu 
 Penelitian mengenai pengaruh financial distress dan struktur Corporate 
Governance terhadap voluntary disclosure adalah sebagai berikut: 
1. Gantyowati dan Nugraheni (2014) meneliti pengaruh financial distress dan 
struktur Corporate Governance terhadap volunary disclosure. Kondisi 
kesulitan keuangan, independensi dewan komisaris, jumalah rapat dewan 
komisaris, independensi komite audit, jumalah rapat komite audit dan 
institutional ownership digunakan sebagai variabel yang mempengaruhi 
voluntary disclosure. Hasil penelitian menujukan bahwa kondisi kesulitan 
keuangan, independensi komite audit dan jumlah rapat komite audit 
berpengaruh signifikan terhadap voluntary disclosure, sedangkan 
independensi dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris dan 
institutional ownership tidak  berpengaruh signifikan. 
2. Akhtaruddin et al. (2009) meneliti pengaruh Corporate Governance 
terhadap voluntary disclosure pada laporan tahunan perusahaan yang 
listing di bursa malaysia. Proporsi dewan komisaris, independensi dewan 
komisaris, ownership structure, family control, dan proporsi komite audit 
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digunakan sebagai variabel yang mempengaruhi voluntary disclosure. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa proporsi dewan komisaris, 
independensi dewan komisaris, ownership structure, family control 
berpengaruh signifikan terhadap voluntary disclosure. Sedangkan proporsi 
audit komite tidak memiliki pengaruh signifikan. 
3. Saha dan Akter (2013) meneliti tentang praktek Corporate Governance 
dan volutary disclosure pada perusahaan sektor keuangan dan non 
keuangan di Bangladesh. Ownership structure, institutional share, komite 
audit, independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris dan ukuran 
perusahaan digunakan sebagai variabel yang mempengaruhi tingkat 
pengungkapan sukarela. Hasil penelitian menunjukan bahwa ownership 
structure dan audit komite berpengaruh signifikan terhadap volutary 
disclosure, sedangkan variabel lainnya tidak memiliki pengaruh signifikan. 
4. Ho dan Wong (2001) meneliti hubungan antara struktur Corporate 
Governance dan luas pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). 
Penelitian tersebut menggunakan independensi dewan komisaris, komite 
audit, dominant personalities dan proporsi anggota keluarga sebagai 
ukuran struktur Corporate Governance dalam mempengaruhi luas 
pengungkapan sukarela. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa 
komite audit dan dominant personalities memiliki pengaruh signifikan (< 
5%) terhadap luas pengungkapan langsung, sedangkan variabel 
independen lainnya tidak berpengaruh signifikan. 
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5. Othman et al. (2014) meneliti tentang pengaruh karakteristik komite audit 
terhadap pengungkapan etika sukarela (voluntary ethics disclosure). 
Independendsi komite audit, kemampuan komite audit dalam bidang 
akuntansi dan keuangan, jumalah rapat komite audit, ukuran komite audit, 
tenor komite audit, dan multiple directorship dalam berbagai komite audit 
digunakan sebagai variabel independen yang mempengaruhi 
pengungkapan etika sukarela. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa 
kemampuan komite audit dalam bidang akuntansi dan keuangan dan 
multiple directorship dalam berbagai komite audit memiliki penaruh positf 
dan signifikan terhadap pengungkapan etika sukarela, sedangkan variabel 
independen lainnya tidak berpengaruh sigifikan. 
6. Alhazaimeh et al. (2014) meneliti tentang pengaruh Corporate 
Governance dan struktur kepemilikan (ownership structure) terhadap 
pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan yang listing 
pada bursa Jordan. Penelitian tersebut menggunakan komite audit, 
kompensasi dewan, aktvitas dewan, ukuran dewan, independensi dewan, 
jumlah pegawai, kepemilikan saham oleh perusahaan asing, kepemilikan 
saham oleh pemerintah, jumlah pemegang saham sebagai variabel 
independen yang mempengaruhi pengungkapan sukarela. Hasil penelitian 
tersebut menunjukan bahwa hanya kompensasi dewan, kepemilikan saham 
oleh perusahaan asing dan pemerintah yang memiliki pegaruh signifikan 
terhadapa pengungkapan sukarela, sedangkan variabel independen lainnya 
tidak berpengaruh signifikan. 
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7. Wardhani (2007) meneliti mekanisme Corporate Governance dalam 
perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan. Penelitian tersebut 
menggunakan ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, 
dan struktur kepemilikan sebagai variabel independen yang mempengaruhi 
kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Hasil penelitian 
tersebut menunjukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh 
signifikan negatif terhadap kemungkinan kesulitan keuangan yang dialami 
oleh perusahaan, sedangkan variabel independen lain, proporsi komisaris 
independen, kepemilikan sahan oleh perusahaan lain, direksi dan 
komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi kesulitan 
keuangan perusahaan. 
2.7 Kerangka Penelitian 
 Salah satu alasan disajikannya pengungkapan sukarela dalam laporan 
tahunan perusahaan adalah untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi antara 
pemilik perusahaan (principal) dan manajer (agent). Disajikannya pengungkapan 
sukarela dalam laporan tahunan diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas 
perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan di mata para investor (Gantyowati 
dan Nugraheni, 2014).  
 Di dalam signalling theory dijelaskan bahwa ada dua macam sinyal yang 
akan diungkapkan oleh perusahaan, yaitu sinyal baik (good news) dan sinyal 
buruk (bad news). Sinyal baik jika diungkapkan, maka akan memberikan kesan 
yang baik bagi investor dan meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan suatu 
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perusahaan yang berada dalam kondisi financial distress atau memiliki sinyal 
yang buruk, memungkinkan manajemen perusahaan tersebut untuk menjadi 
tertutup dan membatasi informasi yang akan diungkapkan ke publik (Gantyowati 
dan Nugraheni, 2014). 
 Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mengimplementasikan tata 
kelola perusahaan yang baik dalam semua aspek bisnis perusahaan tersebut. Good 
Corporate Governance berperan dalam meningkatkan image perusahaan di mata 
investor. Meskipun bukan merupakan suatu keharusan (mandatory), akan tetapi 
Corporate Governance yang diterapkan oleh suatu perusahaan mampu 
meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata para investor (Gantyowati dan 
Nugraheni, 2014) 
 Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh 
Gantyowati dan Nugraheni (2014) mengenai pengaruh financial distress status 
dan struktur Corporate Governance terhadap luas voluntary disclosure pada 
laporan tahunan perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Dalam 
penelitian ini, peneliti tetap mempertahankan lima variabel yang diuji dalam 
penelitian Gantyowati dan Nugraheni (2014) dan mengganti satu variabel 
independen dengan variabel baru. Penelitian ini juga memperpanjang periode 
observasi terhadap laporan tahunan perusahaan menjadi empat tahun, yaitu pada 
tahun 2010-2013.  
 Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah financial 
distress status, independensi dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, 
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independensi komite audit, jumlah rapat komite audit dan variabel pengganti yaitu 
kompetensi komite audit dalam bidang akuntansi dan keuangan. Variabel 
independen tersebut, nantinya akan diteliti pengaruhnya terhadap variabel 
dependen yaitu voluntary disclosure. Ukuran perusahaan (size), leverage, return 
on asset dan jenis auditor adalah variabel kontrol yang akan digunakan dalam 
penelitian ini. Adapun kerangka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
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2.8 Pengembangan Hipotesis  
2.8.1 Hubungan Financial Distress terhadap Luas Pengungkapan Informasi 
Sukarela 
 Teori pemeberian sinyal (signalling theory) menyatakan bahwa 
perusahaan yang berada dalam kondisi kesulitan keuangan (financial distress) 
memiliki kecenderungan untuk mengurangi dan membatasi informasi yang akan 
disajikan kepada public di dalam laporan tahunan perusahaan tersebut. Hal 
tersebut disebabkan karena perusahaan tidak ingin citra perusahaan tersebut jatuh 
di mata investor (Gantyowati dan Nugraheni, 2014).  
 Berbeda dengan teori keagenan (agency theory) yang menyatakan bahwa 
perusahaan yang mengalami kondisi kesulitan keuangan (financial distress) akan 
menyajikan informasi lebih kepada public dengan tujuan untuk mengurangi beban 
yang akan terjadi di masa depan dan menghindari terjadinya kebangkrutan 
(Gantyowati dan Nugraheni, 2014). Hal tersebut didukung oleh penelitian yang 
dilakukan oleh Wijantini; Webb dan Cohen (dalam Gantyowati dan Nugraheni, 
2014) 
 Gantyowati dan Nugraheni (2014) menyatakan bahwa ketika suatu 
perusahaan berada dalam kondisi kesulitan keuangan (financial distress), maka 
manajemen perusahaan akan sangat berhati-hati dalam menyampaikan informasi 
yang akan di sampaikan. Kesalahan dalam memberi infomasi dapat saja 
mempengaruhi nilai perusahaan tersebut di pasar. Berbeda jika suatu perusahaan 
memiliki kondisi yang sehat dalam keuangannya, manajer perusahaan tidak akan 
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memiliki keraguan untuk langsung menyajikan informasi tersebut, karena 
meyakini bahwa konidisi keuangan yang sehat mampu meningkatkan nilai 
perusahaan di pasar dan citra perusahaan tersebut di mata investor. 
 Saputri (dalam Gantyowati dan nugraheni, 2014) menyatakan bahwa 
perusahaan yang mengalami kondisi kesulitan keuangan (financial distress) akan 
mengurangi pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) dalam laporan 
tahunanya dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kondisi keuangan 
yang sehat. Hal senanda juga diungkapkan di dalam penelitian Nasir dan Abdullah 
(2004) yang menyatakan bahwa perusahaan dalam kondisi financial distress akan 
membatasi informasi yang akan disampaikan kepada public. Berdasarkan uraian 
tersebut, dapat dirumusakan hipotesis sebagai berikut: 
H1: Perusahaan yang mengalami kondisi financial distress akan 
menyajikan pengungkapan informasi sukarela yang lebih sedikit 
dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kondisi keuangan 
yang sehat. 
2.8.2 Hubungan Independensi Dewan Komisaris Terhadap Luas 
Pengungkapan Informasi Sukarela 
 Salah satu fungsi utama yang dijalankan oleh dewan komisaris adalah 
melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas yang dilakukan oleh dewan direksi. 
Dewan komisaris akan melakukan fungsi controlling apabila tugas yang 
dijalankan oleh direksi telah menyimpang dari apa yang seharusnya telah 
direncanakan. Terdapatnya dewan komisaris yang independen di dalam struktur 
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dewan komisaris perusahaan diharapkan mampu untuk meningkatkan fungsi 
pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris. Adanya anggota dewan 
komisaris yang independen juga diharapkan mampu untuk meningkatkan 
transparansi perusahaan dan mengurangi terjadinya asimetri informasi di antara 
pemilik perusahaan (principle) dan manajer (agent) 
 Ho dan Wong (2001) dalam penelitian yang dilakukan tidak menemukan 
adanya hubungan yang positif dan signifikan di antara komisaris independen dan 
tingkat pengungkapan sukarela. Hal yang sama juga ditunjukan oleh penelitian 
Saha dan Akter (2013). Rouf (dalam Saha dan Akter, 2013) juga menemukan 
tidak adanya korelasi yang dapat menjelaskan hubungan komisaris independen 
terhadap pengungkapan sukarela. 
Samanha dan Htay et al. (dalam Gantyowati dan Nugraeni, 2014) 
menggunakan teori keagenan untuk menjelaskan hubungan yang terjadi antara 
komisaris independen terhadap pengungkapan sukarela, dan menemukan 
hubungan yang positif terhadap variabel tersebut. Penelitian yang dilkaukan oleh 
Akhtaruddin et al. (2009) juga menunjukan hal yang serupa di mana komisaris 
independen memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat pengungkapan 
sukarela yang disajikan oleh perusahaan. Prawinandi et al. (dalam Gantyowati dan 
Nugrahen, 2014) menjelaskan bahwa adanya hubugan positif antara komisaris 
independen terhadap pengungkapan sukarela disebabkan karena adanya pihak 
yang independen tersebut akan mendesak manajemen perusahaan untuk 
menyajikan informasi yang transparan dalam laporan tahunan perusahaan. 
Peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI, 2014) No. Kep-
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305/BEJ/07-2004 juga menegaskan bahwa diperlukannya komisaris independen 
di dalam perusahaan untuk meningkatkan tersajinya pengungkapan sukarela 
dalam laporan tahunan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan 
hipotesis sebagai berikut: 
H2: Independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas 
pengungkapan informasi sukarela  
2.8.3 Hubungan Independensi Komite Audit terhadap Luas Pengungkapan 
Informasi Sukarela 
Komite audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan 
komisaris berkaitan dengan fungsi pengwasan terhadap manajemen, sehingga 
komite audit memiliki tanggung jawab langsung kepada dewan komisaris. Komite 
audit independen memiliki peran yang sangat penting berkaitan dengan  fungsi 
pengawasan internal terhadap tingkat dari kualitas kinerja yang dilakukan oleh 
manajemen perusahaan. Salah satu tugas utama yang dijalankan oleh komite audit 
adalah memastikan bahwa informasi yang disajikan oleh pihak manajemen adalah 
informasi yang dapat diandalkan dan bebas dari salah saji (Gantyowati dan 
Nugraheni, 2014).  
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Pricewaterhouse Coopers (dalam 
Othman et al., 2014) dinyatakan bahwa komite audit yang memiliki kualitas yang 
tinggi adalah ketika komite tersebut memiliki anggota yang independen dan hal 
tersebut akan menyebabkan meningkatnya efektifitas dalam menjaga kredibilitas 
dalam pelaporan keuangan. Lebih lanjut person (dalam Othman et al., 2014) 
46 
 
menyatakan bahwa keberadaan anggota komite audit yang independen mampu 
mengurangi terjadinya fraud yang dilakukan manajemen di dalam laporan 
keuangan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Akhtaruddin et la. (2009) dan Saha dan 
Akter (2013) menemukan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara 
independensi komite audit dan pengungkapan sukarela yang dilakukan 
perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ho dan Wong; Willekens 
et al; dan Zulaikha (dalam Gantyowati dan Nugraheni, 2014) menyatakan bahwa 
terdapat pengaruh signifikan dan positif antara independensi komite audit 
terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Hal serupa juga ditunjukan dalam 
penelitian yang dilakukan oleh Alhazaimeh et al. (2013) yang menemukan adanya 
pengaruh signifikan dan positif antara keberadaan komite audit dalam perusahaan 
dan pengungkapan sukarela. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan 
hipotesis sebagai berikut: 
H3: Independensi komite audit berpengaruf positif terhadap luas 
pengungkapan infomasi sukarela 
2.8.4 Hubungan Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Luas 
Pengungkapan Informasi Sukarela 
 Salah satu tugas yang dijalankan oleh dewan komisaris adalah melakukan 
pengwasan atas kualitas kinerja yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. 
Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (dalam Gantyowati dan 
Nugraheni, 2014) menyatakan bahwa dewan komisaris memiliki tanggung jawab 
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dalam menilai aspek keberlanjutan perusahaan (sustainability) dari kinerja 
manajemen dan juga memastikan impementasi dari strategi dan akuntabilitas 
perusahaan. 
 Dalam menjalankan tugas yang dimiliki, dewan komisaris akan 
mengadakan rapat untuk membahas kinerja yang telah dilakukan oleh manajemen. 
Dalam rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris, kinerja manajemen akan 
dievaluasi dan dewan komisaris akan memberikan feedback berkaitan dengan 
implementasi tugas yang telah dijalankan oleh manajemen. Feedback yang 
diberikan tersebut juga akan berguna sebagai bahan perbaikan untuk tugas yang 
akan dijalankan oleh pihak manajemen kedepannya. Gantyowati dan Nugraheni 
(2014) menyatakan bahwa dalam rapat yang dilakukan reguler tersebut, dewan 
komisaris juga akan mengevaluasi kebijakan yang telah diambil oleh manajemen 
dan mengatasi terjadinya konflik kepentingan antara pemegang saham dan 
manajer. Penelitian yang dilakukan oleh Kharis dan Suhardjanto (2012; dalam 
Gantyowati dan Nugraheni, 2014) menyatakan bahwa semakin banyak rapat yang 
dilakukan oleh dewan komisaris maka semakin besar pula tingkat pengungkapan 
sukarela yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka 
dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H4: Jumlah rapat yang diadakan dewan komisaris berpengaruh positif 




2.8.5 Hubungan Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Luas 
Pengungkapan Informasi Sukarela 
 Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki kepada 
dewan komisaris, komite audit akan mengadakan rapat reguler untuk membahas 
mengenai fungsi internal control yang dijalankan. Menurut Sutaryo et al. (dalam 
Gantyowati dan Nugraheni, 2014) rapat yang dilakukan oleh komite audit 
merupakan suatu cara yang dilakukan untuk membahas masalah yang cukup 
signifikan yang telah dibahas oleh manajemen perusahaan dan meninjau akurasi 
dari pelaporan keuangan yang disajikan manajemen. 
Dalam rapat yang dilakukan tersebut, komite audit akan melaporkan hasil 
temuan (findings) yang diperoleh kepada dewan komisaris untuk diambil tindakan 
lebih lanjut. Gantyowati dan Nugraheni (2014) menyatakan bahwa semakin sering 
komite audit mengadakan rapat, maka akan semakin baik pula fungsi pengawasan 
yang dilakukan, berkaitan dengan pelaporan kepada auditor eksternal. Semakin 
baik fungsi pengawasan yang dilakukan, maka semakin perusahaan mampu 
mengurangi biaya agency yang terjadi melalui peningkatan transparansi dan 
pengungkapan yang dilakukan perusahaan (Gantyowati dan Nugraheni, 2014). 
Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2009) dan Ettredge (2011) (dalam 
Gantyowati dan Nugraheni, 2014) menemukan adanya pengaruh yang signifikan 
antara intensitas rapat yang dilakuakan komite audit terhadap pengungkapan 
sukarela. Lebih jauh, Ettredge et al. (2011) (dalam Gantyowati dan Nugraheni, 
2014) menemukan adanya pengaruh positif di antara kedua variabel tersebut. 
Berdasarkan penjeasan di atas, maka dapat dirumusakan hipotesis sebagai berikut: 
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H5: Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap luas 
pengungkapan informasi sukarela 
 
2.8.6 Hubungan Kompetensi Komite Audit terhadap Luas Pengungkapan 
Informasi Sukarela 
 Selain menjalankan fungsi pengawasan internal, komite audit memiliki 
tanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan akuntansi dalam 
pelaporan keuangan (Owolabi dan Dada, 2011; dalam Gantyowati dan Nugraheni, 
2014). Othman et al. (2014) menyatakan bahwa komite audit akan berkerja lebih 
efektif apabila proporsi anggota komite audit memiliki keahlian dalam bidang 
akuntansi, auditing, pengawasan internal dan keuangan. Efektifitas yang 
dihasilkan oleh komite audit adalah meningkatnya tingkat kepatuhan perusahaan 
terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan rekomendasi atas kebijakan 
akuntansi yang paling sesuai dengan perusahaan, di mana hal ini tentu saja akan 
menyebabkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi tambahan dalam 
laporan tahunan sebagai penjelas akan kebijakan baru yang dilakukan oleh 
perusahaan. Defond et al. (dalam Othman et al., 2014) mengungkapkan bahwa 
perusahaan dapat meningkatkan performa tata kelola perusahaan yang baik 
apabila anggota dari komite audit memiliki kemampuan dalam bidang keuangan. 
Lebih lanjut McMullen dan Raghunanthan (dalam Othman et al. 2014) 
menyatakan bahwa permasalahan keuangan akan jarang terjadi jika perusahaan 
memiliki anggota komite audit yang ahli dalam bidang keuangan, sehingga 
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perusahaan akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak. Berdasarkan 
penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H6: Kompetensi komite audit berpengaruh positif terhadap luas 







Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan. 
Oleh sebab itu, dalam bab ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai variabel 
penelitian, difinisi variabel penelitian, cara mengukur variabel penelitian, jenis 
dan sumber data penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data serta 
metode analisis. Berikut adalah penjelasan masing-masing bagian tersebut. 
3.1 ` Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel 
dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Variabel independen yang 
digunakan terdiri dari financial distress status, independensi dewan komisaris, 
jumlah rapat dewan komisaris, independensi komite audit, jumlah rapat komite 
audit, dan kompetensi komite audit. 
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah luas 
pengungkapan sukarelah (voluntary disclosure) yang dilakukan oleh perusahaan. 
Sedangkan variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan, return on 
asset, leverage, dan jenis auditor. 
3.1.1  Variabel Dependen 
 Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel 
independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan 
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adalah luas pegungkapan sukarela (voluntary disclosure) yang disajikan oleh 
perusahaan yang dinyatakan dengan lambang IPS. Pengungkapan sukarela 
merupakan informasi non keuangan yang disajikan oleh perusahaan dalam 
laporan tahunan dengan tujuan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan di 
mata investor. Pengungkapan sukarela tersebut merupakan informasi yang 
disajikan oleh perusahaan yang melebihi batas minimal informasi yang wajib 
(mandatory) diungkapkan oleh perusahaan. 
 Pengukuran atas tingkat pengungkapan sukarela yang disajikan 
perusahaan adalah dengan menggunakan voluntary disclosure checklist yang 
mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Gantyowati dan Ngraheni (2014). 
Voluntary disclosure checklist tersebut berisi mengenai checklist atas item-item 
yang akan dicari di dalam laporan tahunan perusahaan. Pengukuran dilakukan 
dengan menggunakan voluntary disclosure index yang dihitung dengan cara 
membagi total items yang ditemukan di dalam laporan tahunan perusahaan dengan 
total keseluruhan items yang ada di dalam voluntary disclosure checklist. 
Pengukuran tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 
IPSt  
    
 
             (3.1) 
Keterangan: 
IPSt  = Voluntary disclosure index pada perusahaan t 
     = Jumlah items yang diungkapkan perusahaan 




3.1.2 Variabel Independen 
3.1.2.1 Financial Distress  
 Perusahaan yang mengalami kondisi financial distress (DISTRS) adalah 
perusahaan yang tidak mampu untuk membayar liabilitas yang dimiliki 
perusahaan tersebut. Hal tersebut dapat disebabkan oleh buruknya kinerja yang 
dihasilkan oleh manajemen maupun disebabkan oleh buruknya kondisi ekonomi 
negara, tempat perusaaan tersebut menjalakan kegiatan operasional. Nasir dan 
Almilia (2004) mengungkapkan bahwa perusahaan yang mengalami kondisi 
kesulitan keuangan adalah perusahaan yang mengalami penurunan kinerja sebagai 
akibat dari krisis ekonomi dan buruknya kinerja manajemen yang diindikasikan 
dengan laba bersih negatif yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut selama dua 
tahun berturut-turut. 
 Variabel financial distress status tersebut akan diukur dengan 
menggunakan variabel dummy. Di mana angka 1 akan diberikan pada perusahaan 
yang mengalami kondisi kesulitan keuangan dan angka 0 akan diberikan pada 
perusahaan yang kondisi keuagannya sehat. 
3.1.2.2 Independensi Dewan Komisaris 
 Dewan komisaris adalah dewan yang dibentuk oleh pemegang saham yang 
memiliki tugas untuk melakukan fungsi pengawasan atas perkerjaan yang 
dilakukan oleh manajemen perusahaan (Wardhani, 2007). Di dalam keanggotaan 
dewan komisaris terdapat komisaris independen (IDKOM) yang merupakan 
bukan anggota manajemen perusahaan, tidak memiliki hubungan khusus dengan 
54 
 
perusahaan, dan merupakan orang yang ditunjuk secara independen untuk 
malakukan fungsi pengawasan terhadap perusahaan. Variabel independensi dewan 
komisaris di dalam penelitian ini diproksikan dengan menghitung jumlah anggota 
dewan komisaris yang independen dalam susunan dewan komisaris.  
Komisaris Independen                                                    (3.2)  
3.1.2.3 Independensi Komite Audit 
 Komite audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan 
komisaris untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi 
pengawasan tersehadap manajemen perusahaan. Variabel independen ini 
diproksikan dengan jumlah anggota komite audit yang independen (IDKAUD).  
Independensi Komte Audit                                               (3.3) 
3.1.2.4 Jumlah Rapat Dewan Komisaris 
 Dalam melaksanakan tugas yang dimiliki dewan komisaris akan 
mengadakan rapat dewan komisaris (IRKOM) secara reguler. Dalam rapat dewan 
komisaris tersebut, akan dibahas mengenai kinerja yang telah dilakukan oleh 
manajemen perusahaan. Jumlah rapat dewan komisaris tersebut diukur dengan 
cara mencari informasi mengenai jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan 





3.1.2.5 Jumlah Rapat Komite Audit 
Dalam menjalankan tugas yang diemban, komite audit akan mengadakan rapat 
reguler untuk membahas tugas-tugas yang sudah maupun belum dijalankan oleh 
komite audit. Jumlah rapat komite audit (IRKAUD) diukur dengan cara mencari 
jumlah rapat yang diadakan oleh komite audit selama satu tahun dalam laporan 
tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan. 
3.1.2.6 Kompetensi Komite Audit  
 Komite audit memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan 
keuangan telah disusun berdasarkan standar akuntasi yang berlaku umum. Hal 
tersebut dimaksudkan agar pemegang saham dapat melakukan pengambilan 
keputusan yang baik. Dalam tugas tersebut, komite anggota komite audit harus 
memiliki keahlian maupun pengalaman dalam bidang akuntansi dan keuangan. 
Komite audit dinyatakan memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan 
(KOKAUD) apabila komite audit memiliki latar belakang di bidang akuntansi dan 
keuangan dan memiliki pengalaman kerja yang baik di bidang akuntansi dan 
keuangan. 
 Variabel kompetensi komite audit di bidang akuntansi dan keuangan 
diukur dari presentase jumlah anggota komite audit yang memiliki kompetensi di 
bidang akuntansi dan keuangan dengan total keseluruhan anggota komite audit. 




3.1.3 Variabel Kontrol 
 Variabel kontrol merupakan variabel yang digunakan untuk mengontrol 
faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela. 
Variabel kontrol berfungsi sebagai pengontrol bagi variabel independen dalam 
pengaruhnya terhadap variabel dependen. Penggunaan variabel kontrol tersebut 
adalah untuk menghidari terjadinya bias dalam hasil penelitian. Varibel kontrol 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, leverage, return 
on asset, dan jenis auditor. Berikut adalah masing-masing penjelasan variabel 
kontrol tersebut. 
3.1.3.1 Ukuran Perusahaan 
 Ukuran perusahaan adalah gambaran mengenai besar atau kecilnya suatu 
perusahaan yang dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan 
tersebut. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dicatat perusahaan 
dalam neraca akhir tahun perusahaan.  
Ukuran Perusahaan                    s          (3.5) 
3.1.3.2 Leverage 
 Leverage adalah kemampuan yang dimilliki oleh perusahaan dalam 
membayar liabilitas jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam 
penelitian ini leverage diukur dengan cara membagi total utang yang dengan total 
aset perusahaan. 
 Leverage   
          
           
         (3.6) 
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3.1.3.3 Return On Asset 
 Dalam penelitian ini return on asset dihitung dengan cara membagi laba 
bersih dengan total aset perusahaan. 
 ROA (Return On Asset)   
           
          
                                                   (3.7) 
3.1.3.4 Jenis Auditor Eksternal 
 Kualitas audit yang dihasilkan oleh the big four dan non big four tentu 
memiliki kualitas yang berbeda. The big four dianggap memiliki kualitas audit 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan non big four sehingga hanya perusahaan-
perusahaan besar saja yang akan menggunakan jasa audit dari the big four. 
Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy, di mana anggka 1 
diberika pada perusahaan yang diaudit oleh the big four dan 0 untuk perusahaan 
yang diaudit oleh non big four. 
3.2 Populasi dan Penentuan Sampel 
 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-
perusahaan non-keuangan yang listing di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-
2013. Dalam penelitian ini, peneliti memperpanjang rentang waktu periode 
observasi dikarenakan untuk mendapatkan jumlah data yang cukup, terutama data 
mengenai perusahaan yang mengalami laba bersih negatif selama dua tahun 
berturut-turut. 
 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 
mengalami kondisi kesulitan keuangan (financial distress), yaitu perusahaan yang 
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membukukan laba bersih negatif selama dua tahun berturut-turut dan perusahaan 
yang memiliki kondisi keuangan yang sehat yang membukukan laba bersih positif 
selama tiga tahun berturut-turut. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode purposive sampling. Pemilihan metode tersebut 
dimaksudkan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kriteria yang telah 
ditentukan sebelumnya. Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Perusahaan-perusahaan non-keuangan yang listing di Bursa Efek 
Indonesia yang menerbitkan laporan tahunan (annual report) untuk 
periode 2010-2013. 
2. Perusahaan non keuangan yang memiliki laba bersih negatif untuk dua 
tahun berturut-turut dan perusahaan non-keuangan yang memiliki laba 
bersih positif selama tiga tahun berturut-turut. 
3. Perusahaan-perusahaan yang memiliki data yang lengkap, berkaitan 
dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 
sekunder adalah data yang yang diperoleh melalui sumber yang telah ada 
sebelumnya. Artinya data tersebut adalah data yang dihasilkan oleh pihak 
ketiga, dimana pihak tersebut mempublikasikan data yang bersangkutan untuk 
maksud dan tujuan tertentu. 
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan 
tahunan (annual report) perusahaan-perusahaan non-keuangan yang 
dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) untuk periode 2010-
2013. 
3.4 Metode Pengumpulan Data  
 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yang 
dimaksudkan adalah pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari, 
memahami dan menganalisis data yang berasal dari sumber-sumber data yang 
digunakan. Sumber data yang dimaksudkan adalah data-data yang bersumber dari 
laporan tahunan (annual report) perusahaan non-kuangan. 
3.5 Metode Analisis Data 
 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
multiple linear regression (regresi berganda). Selain itu digunakan juga alat uji 
statistik lainnya untuk mengetahui pengaruh antar variabel  penelitian.  
3.5.1 Statistik Deskriptif 
 Statistik deskriptif digunakan untuk menyediakan gambaran atau deskripsi 
mengenai suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 
varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtois, dan skewness (kecemerlangan 
distribusi) (Ghozali, 2011). Analisis statistik deskriptif digunakan untuk 
mengetahui gambaran ringkas atas variabel yang digunakan dalam penelitian. 
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3.5.2 Uji Asumsi Klasik 
 Uji asumsi klasik adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui 
kualitas dan kelayakan atas model regresi berganda yang digunakan dalam 
penelitian ini. Di dalam uji asumsi klasik ini, data yang digunakan akan diuji 
terlebih dahulu, sebelum diuji dengan metode linear berganda. Hal tersebut 
dilakukan  untuk memastikan bahwa data yang diuji telah terdestribusi secara 
normal dan tidak mengandung multikolonieritas, heteroskedastistas, dan 
autokorelasi (Ghozali, 2011). Berikut adalah penejelasan mengenai uji asumsi 
klasik yang digunakan dalam penelitian. 
3.5.2.1 Uji Multikolonieritas 
 Uji multikolonieritas adalah alat uji statistik yang digunakan untuk 
menguji apakah terdapat korelasi atau hubungan antar variabel independen 
(Ghozali, 2011). Suatu model regresi dikatakan baik, apabila tidak terjadi suatu 
korelasi antar variabel independen. Apabila terjadi korelasi antar variabel 
independen, maka variabel-variabel tersebut adalah variabel ortogonal. Variabel 
ortogonal adalah variabe indepenenden yang  nilai korelasi antar variabel 
independen lainnya adalah sama dengan nol (Ghozali, 2011). Terjadinya 
multikolonieritas antar variabel independen dapat diketahui dengan 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Ghozali, 2011) 
1. Jika nilai antar variabel independen tinggi (umumnya di atas 0.90) maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi multikolonieritas antar variabel 
independen tersebut. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel 
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independen, tidak berarti bahwa multikolonieritas tidak terjadi. Hal ini 
disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel 
independen (Ghozali, 2011). 
2. Nilai dari tolerance dan variance inflation factor (VIF) juga dapat 
digunakan untuk mendeteksi adanya hubungan antar variabel independen 
atau tidak. Kedua ukuran tersebut menunjukan variabel independen apa 
saja yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dengan kata lain, 
Variabel independen akan menjadi variabel dependen terhadap variabel 
independen lainnya (Ghozali, 2011). Nilai cutoff yang digunakan untuk 
menunjukan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0.10 atau 
sama dengan nilai variance inflation factor (VIF)  ≥ 10 (Ghozali, 2011). 
3.5.2.2 Uji Autokorelasi 
 Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi 
linear terkandung korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 
kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2011). Munculnya autokorelasi 
disebabkan oleh observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu 
dengan yang lainnya. Masalah tersebut muncul karena residual (kesalahan 
pengganggu) yang tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 
2011).  
 Suatu model regresi yang baik pada umumnya adalah model regresi yang 
bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011). Ada beberapa cara yang dapat digunakan 
dalam mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Cara-cara yang dapat digunakan 
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tersebut adalah DW test, LM test, uji statistik Q, dan run test. Dalam penelitian 
yang dilakukan ini, akan digunakan uji statistics Q dan run test untuk mendeteksi 
ada atau tidaknya autokorelasi di dalam data penelitian. 
 Uji Statistics Q adalah alat uji yang digunakan untuk melihat autokorelasi 
dengan lag lebih dari dua (Ghozali, 2011). 
 Run test digunakan untuk mendeteksi apakah antar residual terdapat 
korelasi yang tinggi. Apabila antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka 
dapat dikatakan bahwa residual adalah acak. Run test digunakan untuk melihat 
apakah data residual terjadi secara random atau tidak (Ghozali, 2011). 
3.5.2.3 Uji Heteroskedastistas 
 Uji heteroskedastistas digunakan  untuk menguji apakah di dalam model 
regresi muncul ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 
pengamata yang lain (Ghozali, 2014). Apabila variance dari residual suatu 
pengamatan ke pengamatan lainnya adalah tetap, maka disebut homoskedastistas, 
sedangkan jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain 
berbeda maka disebut heteroskedastistas. Suatu model regresi yang baik adalah 
modele regresi  yang homoskesdatistas atau tidak terjadi heteroskedastistas 
(Ghozali, 2011). 
 Menurut Ghozali (2011) ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk 
mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastistas dalam model regresi. Salah 
satunya adalah dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel 
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dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Dasar analisis yang dipakai 
dalam hal ini adalah sebagai berikut: 
1. Apabila terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu 
pola yang teratur seperti bergelombang, melebar, atau menyempit, maka 
hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam model regresi telah terjadi 
heteroskedastistas (Ghozali, 2011). 
2. Apabila terdapat pola yang tidak jelas, serta titik-titik yang tersebar di atas 
dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastistas 
(Ghozali, 2011). 
Analisis yang dilakukan dengan menggunakan grafik plots memiliki 
kelemahan yang signifikan oleh karena jumlah pengamatan yang dilakukan 
mempengaruhi hasil ploting (Ghozali, 2011). Dengan demikian diperlukan uji 
statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Ada beberapa alat uji 
statitistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya 
heteroskedastistas (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini, akan digunakan uji 
glejser, yaitu alat uji yang meregres nilai absolut residual terhadap variabel 
independen (Gujarati, dalam Ghozali, 2011). 
3.5.2.4 Uji Normalitas 
Uji normalitas adalah alat uji yang digunakan untuk menguji apakah di 
dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribui normal 
(Ghozali, 2011). Ghozali (2011) menyatakan bahwa terdapat dua cara yang dapat 
digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya variabl pengganggu atau resedual 
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yang terdistribusi secara normal, yaitu dengan mengunakan analisis grafik dan uji 
statistik. Analisis grafik merupakan cara yang paling mudah untuk digunakan 
dalam mendeteksi residual yang terdistribusi secara normal yaitu dengan cara 
melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan 
distribusi yang mendekati distribusi normal (Ghozali, 2011).  
Akan tetapi, hanya dengan mengamati histogram akan memberikan tingkat 
akurasi yang kecil dalam mendeteksi residual yang terdistribusi normal, 
khususnya untuk jumlah sampel yang sedikit. Matode lain yang lebih handal 
adalah dengan menlihat normal probability plot yang membandingkan distribusi 
kumulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2011). Distribusi normal akan 
membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan 
dengan garis diagonal (Ghozali, 2011). Cara lain yang dapat digunakan adalah 
dengan melakukan analisi uji statistik. Dalam penelitian ini akan digunakan alat 
uji statistik kolmogorov-smirnov. Dalam alat uji statistik tersebut, apabila hasil 
kolmogorov-semirnov adalah signifikan dibawah 5%, maka variabel pengganggu 
atau residual tidak tersdistribusi secara normal. Sebaliknya apabila hasilnya 
adalah signifikan di atas 5%, maka data tersebut terdistribusi secara normal. 
3.5.3 Uji Beda t-test 
Uji beda t-test digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak 
berhubungan memiliki rata-rata yang berbeda (Ghozali, 2011). Dalam penelitian 
ini akan diuji apakah terdapat perbedaan dalam luas pengungkapan sukarela yang 
disajikan oleh perusahaan yang memilki kondisi kesulitan keuangan dan 
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perusahaan yang memilki kondisi keuangan yang sehat, sehingga uji beda t-test 
perlu dilakukan. Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji t-test dilakukan dengan 
cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar eror dari 
perbedaan rata-rata dua sampel. 
Standar eror perbedaan dalam nilai rata-rata harus terdistribusi secara 
normal. Ghozali (2011) menuturkan bahwa tujuan uji beda t-test adalah untuk 
membandingan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. 
Apakah kedua grup tersebut memiliki nilai rata-rata yang sama atau tidak secara 
signifikan. Dalam melakukan uji beda t-test, ada dua tahapan yang harus 
dilakukan, yaitu dengan cara menguji apakah asumsi variance populasi kedua 
sampel sama atau berbeda, dimana hal tersebut dapat diketahui dengan melihat 
nilai levene test (Ghozali, 2011). Tahapan yang kedua dilakukan dengan cara 
mengamati nilai nilai t-test untuk menentukan apakah terdapat perbedaan nilai 
rata-rata secara signnifikan (Ghozali, 2011). 
3.5.4 Analisis Regresi Berganda 
Metode analisis data yang digunakan dalam menguji hipotesis penelitian 
ini adalah dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Analisis regresi 
pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen terhadap 
satu atau lebih variabel independen, dimana hasil dari analisis regresi tersebut 
adalah nilai koefisien untuk masing-masing variabel idependen (Ghozali, 2011). 
Selain bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau 
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lebih, analisis regresi bertujuan untuk menunjukan arah hubungan antara variabel 
dependen dan independen (Ghozali, 2011). 
Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk menguji 
pengaruh variabel independen yaitu financial distress status, independensi dewan 
komisaris, independensi komite audit, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat 
komite audit dan keahlian anggota komite audit dalam bidang akuntansi dan 
keuangan terhadap variabel dependen yaitu luas pengungkapan sukarela. Adapun 
model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut:  
IPSit = β0 + β1DISTRS + β2IDKOM + β3IDKAUD + β4IRKOM + β5IRKAUD + 
β6KOKAUD + β7SIZE + β8LEV+ β9ROA + β10JKAP + ε 
Keterangan: 
IPSit  = Voluntary Disclosure Index perusahaan i, pada tahun t 
β0  = Intercept 
β  = Koefisisen Rregresi Berganda 
β1DISTRS = Financial Distress Status 
β2IDKOM = Independensi Dewan Komisaris 
β3IDKAUD = Independensi komite Audit 
β4IRKOM = Jumlah Rapat Dewan Komisaris 
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β5IRKAUD = Jumlah Rapat Komite Audit 
β6KOKAUD = Keahlian Anggota Komite Audit  
β7SIZE  = Ukuran Perusahaan (log of total asset) 
β8LEV  = Leverage (debt to total asset) 
β9ROA  = Profitabilitas  
β10JKAP = Jenis Kantor Akuntan Publik 
ε  = error term 
3.5.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 
 Uji statistik F pada dasarnya adalah uji statistik yag menunjukan apakah 
semua variabel independen yang dimasukan dalam model regresi mempunyai 
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). 
Dalam menguji hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini akan digunakan 
uij statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 
 Apabila nilai signifikansi yang ditunjukan adalah > 0,05, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa variabel independen secara keseluruhan tidak 
memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel independen (Ghozali, 
2011). 
 Apabila nilai signifikansi adalah < 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). 
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3.5.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 
 Uji statistik t pada dasarnya adalah uji statistik yang menunjukan seberapa 
jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan 
variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Dalam uji statistik t, kriteria 
pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
 Apabila nilai signiikansi uji statistik t adalah > 0,05, maka dapat ditarik 
kesimulan bahwa variabel indpenden tidak berpengaruh terhadap variabel 
depeneden (Ghozali, 2011). 
 Apabila nilai signifikansi uji statistik uji t adalah < 0,05, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa variabel independen memiliki pengaruh 
terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). 
3.5.4.3 Koefisien Determinasi 
 Koefisien determinasi adalah koefisien yang digunakan untuk mengukur 
seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel 
independen (Ghozali, 2011). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai 
satu, di mana nilai koefisien determinasi yang kecil menunjukan bahwa 
kemampuan variabel-variabel indpenden dalam menjelaskan variabel dependen 
sangat terbatas, sedangkan nilai koefiien determinasi yang mendekati satu 
menunjukan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua 
informasi dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2011). Dalam 
prakteknya akan digunakan adjusted    pada saat mengevaluasi model regresi 
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yang terbaik, hal ini disebabkan karena nilai adjusted    dapat naik maupun turun 
apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
